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 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR 

 

NOMOR  44 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  

KOTA DENPASAR 

 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA DENPASAR 

 

 

Menimbang  :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

 

Mengingat   :   1.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649 );  

 

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

 

 

 

 

http://perijinan.denpasarkota.go.id/


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terkahir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

 

8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang 

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 

 

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 

Nomor 8 ); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021; 

 

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota 

Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 

44); 

 

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non perijinan 

(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 1); 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

 

 

KESATU : Melaksanakan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 

tercantum dalam lampiran keputusan ini.  

 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan oleh sekretaris dan masing-masing Kepala bidang di 

Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan 

rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian 

kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi 

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Denpasar tahun 2016-2021 

 

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja dikoordinasikan oleh sekretaris  dan kepala bidang 

disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. 

 

          Ditetapkan di Denpasar 

         pada tanggal  21 Januari 2021 

  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA DENPASAR 
 

 
 
 

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS,ST 

PEMBINA TK I 

NIP. 19720924 199803 1 008 

 

 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 

 

1. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   

Kota Denpasar 

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu   Kota Denpasar 

3. Arsip 

 

 


